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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dari hasil penelitian yang telah
diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penyelenggaran pendidikan inklusif telah memiliki payung hukum yang
dijamin melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 sebagai bentuk ratifikasi
atas Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons
with DisabilitiessCRPD). Namun, dalam implementasi terkait pemenuhan atas
aksesibilitas masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan dalam
penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tangerang, sekolah yang telah menerima
siswa disabilitas belum memprioritaskan pengadaan aksesibilitas fisik (toilet
khusus disabilitas, jalan landai, handrail dan guiding block) serta aksesibilitas non-
fisik (Guru Pendamping Khusus, layanan informasi yang aksesibel). Siswa
disabilitas diarahkan ke sekolah khusus (SKH) yang tidak sesuai dengan prinsip
sekolah inklusif. Penyelenggaraan sekolah inklusif dipengaruhi oleh beberapa
faktor yang mendukung penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan,
yang meliputi motivasi atau kemauan siswa penyandang disabilitas untuk
menempuh pendidikan, serta dukungan dari orang tua dan keluarga yang mampu

mendorong siswa penyandang disabilitas untuk bersekolah.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintahan melalui Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten,
diharapkan semakin mampu menerapkan dan mendorong penerapan
regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi
penyandang disabilitas yang bersinergi dengan lembaga penyelenggara
pendidikan (sekolah). Pemerintah melalui dinas pendidikan perlu
menetapkan sanksi yang tegas bagi instansi pendidikan (sekolah) yang
tidak mematuhi aturan atau menolak siswa disabilitas. Selain daripada
sanksi, pemberian insentif bagi sekolah yang menerima siswa
disabilitas atau memberikan fasilitas ramah disabilitas juga dapat
dilakukan. Hal ini diharapkan semakin meningkat kesadaran sekolah
sebagai lembaga penyelenggara pendidikan akan urgensi penyediaan
aksesibilitas baik secara fisik maupun non-fisik bagi siswa disabilitas
demi terwujudnya pendidikan inklusif.

2. Pemerintah dapat meningkatkan kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa
maupun LSM yang mengedepankan isu-isu tentang penyandang
disabilitas agar sosialisasi terkait pendidikan inklusif dapat tersebar luas
sehingga cita-cita Indonesia Inklusif segera tercapai. Advokasi kepada
orang tua yang memiliki anak disabilitas dan pengikisan stigma negatif
terhadap penyandang disabilitas dapat diberikan oleh pemerintah

bersama dengan LSM.
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